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ABSTRAK

Scientific crime investigation ialah bantuan teknis pembuktian secara
ilmiah yang terdiri dari Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik,
Psikologi Forensik, dan Digital Forensik. Mencuatnya berita penemuan bagian-
bagian tubuh yang tersebar ke berbagai wilayah di Sleman sempat membuat
gempar warga. Scientific crime investigation menjadi kunci dalam kasus ini guna
penegakan hukum terhadap kedua tersangka. Berdasarkan hal tersebut muncul
pertanyaan: Pertama, bagaimana penerapan scientific crime investigation terhadap
kasus pembunuhan disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta
di Yogyakarta di Polda DIY dan RS Bhayangkara? Kedua, bagaimana kelebihan
dan kekurangan dari penerapan scientific crime investigation terhadap kasus
tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan jenis
penelitian empiris dengan mengkaji teori pembuktian dan teori bukti segitiga.
Wawancara sebagai bahan hukum primer dan dokumen-dokumen hukum sebagai
bahan sekundernya. Ensiklopedia atau sumber lain yang memiliki relevansi
dengan topik penelitian menjadi bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian
secara yuridis-empiris menghasilkan penelitian ini tergolong sebagai penelitian
lapangan (field research)

Hasil yang didapatkan dari penelitian ialah pada kasus pembunuhan
disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta
menggunakan seluruh bantuan teknis scientific crime investigation, yakni
Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik,
dan Digital Forensik. Penerapan dari scientific crime investigation pada kasus
pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di
Yogyakarta memiliki kelebihan memudahkan penyidik dalam penyelesaian kasus.
Disamping kelebihan yang didapatkan dari adanya bantuan teknis scientific crime
investigation, terdapat kekurangan dalam hal membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk proses pemeriksaan pada tiap bidang bantuan teknis.

Kata Kunci: Scientific Crime Investigation, Tindak Pidana, Pembunuhan,
Mutilasi



ABSTRACT

Scientific crime investigation is a scientific evidentiary technical
assistance comprising Identification, Forensic Medicine, Forensic Laboratory,
Forensic Psychology, and Digital Forensics. The sensational news of the
discovery of body parts scattered across various areas in Sleman briefly shocked
the public. Scientific crime investigation played a pivotal role in legal
enforcement against the two suspects involved. Based on these circumstances, the
following questions arise: First, how is the application of scientific crime
investigation in a murder case involving mutilation of a private university student
in Yogyakarta at the DIY Regional Police and Bhayangkara Hospital? Second,
what are the strengths and weaknesses of the application of scientific crime
investigation in that case?

To address these questions, the researcher employed an empirical research
approach, examining the theories of proof and the triangle of evidence. Interviews
served as primary legal material, while legal documents acted as secondary
material. Encyclopedias or other sources relevant to the research topic were used
as tertiary legal material. The juridical-empirical research approach categorizes
this study as field research.

The findings of the study reveal that in the case of murder accompanied by
mutilation of a private university student in Yogyakarta, all technical assistance
from scientific crime investigation was employed, including Identification,
Forensic Medicine, Forensic Laboratory, Forensic Psychology, and Digital
Forensics. The application of scientific crime investigation in this murder case
with mutilation of a student from a private university in Yogyakarta has the
advantage of facilitating investigators in case resolution. Despite the advantages
gained from technical assistance in scientific crime investigation, there is a
drawback in terms of requiring a considerable amount of time for the examination
process in each technical assistance field.

Keyword: Scientific Crime Investigation, Criminal Act, Murder, Mutilation
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MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya” — QS. Al-Baqarah ayat 286

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

“Jalan datar itu nyaman. Jalan menurun itu lebih nyaman, tapi kalau jalan kita
mendaki, kita tau bahwa ini pasti menuju ke puncak, dan mendaki itu pasti berat.
Mendaki itu pasti penuh tantangan, tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita

ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih” — Anies Baswedan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UU NRI telah menyebutkan bahwa Indonesia adalah
negara hukum, yang memiliki konsekuensi bahwa rakyat Indonesia wajib
untuk menaati hukum yang berlaku. Menurut cara mempertahankannya,
hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum material dan hukum formal.l
Hukum material memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan
hubungan yang berwujud perintah dan larangan, contohnya seperti hukum
pidana dan hukum perdata. Sedangkan hukum formal memuat peraturan
yang mengatur bagaimana cara melaksanakan sekaligus mempertahankan
hukum material, contohnya seperti hukum acara pidana, hukum acara
perdata, hukum acara pengadilan agama, hukum acara pengadilan tata
usaha negara, dan lain sebagainya.

Bila berbicara mengenai hukum formal, tidak akan lepas dari
istilah aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim,
dan advokat. Kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana di
Indonesia sering disebut sebagai “pintu gerbang” atau gatekeepers yang
berarti setiap perkara pidana pastilah akan berhadapan dengan kepolisian
sebagai langkah awal penyelesaian perkara pidana.? Polri sebagai institusi

Kepolisian Negara Indonesia bertanggung jawab langsung kepada

L C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka
Jakarta), 1986, him. 74.

2 Andasarari Fitri Damaiyanti, “Peranan Polri Sebagai Gatekeepers di Sistem Peradilan
Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang,” Skripsi Universitas
Sriwijaya (2022), hlm. 3.



Presiden menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.> Dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, salah satu tugasnya yakni melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi sesuai dengan
hukum acara pidana sebagai hukum formiil dari pelaksanaan hukum
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam KUHAP. Penyelidikan menjadi tahap awal dalam proses
perkara pidana di kepolisian sehingga dapat mempengaruhi kelanjutan
proses pidana apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak
dikarenakan dalam tahap penyelidikan akan menentukan apakah perbuatan
tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan mengumpulkan
beberapa bukti permulaan yang cukup untuk dapat dinaikkan statusnya ke

tahap penyidikan.

Pasal 2

3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,



Orang yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyelidik.
Berdasarkan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP),
disebutkan bahwa orang yang dapat menjadi seorang penyelidik ialah
seorang pejabat polri saja, sehingga terdapat pembatasan bahwa yang
dapat menjadi penyelidik hanyalah dari kalangan anggota kepolisian saja,
berbeda dengan penyidik yang dapat diambil dari non anggota kepolisian,
seperti penyidik pegawai negeri sipil yang diambil dari pegawai negeri
sipil yang diawasi oleh Penyidik polri dan berada di bawah Kementerian
Hukum dan HAM.

Tahapan selanjutnya setelah Penyelidikan ialah Penyidikan.
Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan pun dikenal
dengan adanya upaya paksa (dwang middelen) yang dapat berupa
penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah,
pemeriksaan surat-surat.*

Dalam tahap penyidikan, penyidik dituntut untuk dapat mencari
dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang
terjadi sehingga dapat menemukan tersangka. Tuntutan tersebutlah yang
memberikan opsi metode penyidikan kepada penyidik untuk dapat

menggunakan metode Scientific Crime Investigation ketika kekurangan

4 Bagus Teguh Santoso, “Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya
Tindak Pidana Bagi Penyidik,” Mimbar Yustitia, Vol. 6:1 (Online, Juni 2022), hlm. 79.



alat bukti yang berkaitan. Salah satu metode yang dikenal dalam proses
penyidikan 1ialah Scientific Crime Investigation. Scientific Crime
Investigation (SCI) menjadi suatu metode pendekatan penyidikan dengan
mengutamakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat berguna
untuk mengungkap kasus tindak pidana yang sedang terjadi. Dasar hukum
dari dilakukannya metode Scientific Crime Investigation adalah adanya
turunan dari Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan definisi dari
penyidikan.

Adanya pengaturan tentang penyidikan di KUHAP memberikan
turunan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf h yang
menjelaskan  tugas  pokok  kepolisian  salah  satunya  yakni
menyelenggarakan proses identifikasi kepolisian, berkoordinasi pula
dengan kedokteran kepolisian, laboratorium forensik sebagai pelaksana
tugas pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau pemeriksaan barang
bukti, dan berkoordinasi pula dengan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian.

Metode sceintific crime investigation juga diatur dalam Perkapolri
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang membahas
terkait penyidik dalam menjalankan tugasnya didukung dengan bantuan
teknis pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation), seperti
Laboratorium Forensik, Identifikasi, Kedokteran Forensik, Psikologi

Forensik, dan Digital Forensik.



Ketika penyidik melakukan metode Scientific Crime Investigation,
keterangan tersangka ditempatkan pada urutan alat bukti yang paling akhir
yang akan diajukan ke persidangan, dikarenakan metode dari Scientific
Crime Investigation lebih menitikberatkan pada analisis yang melibatkan
beberapa ilmu pengetahuan lainnya untuk membantu memecahkan kasus
kejahatan. Penggunaan metode Scientific Crime Investigation membantu
dalam proses pengungkapan kasus, contohnya pada wilayah hukum
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) yakni
pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dengan
menggunakan metode Scientific Crime Investigation yakni digital forensic.

Berdasarkan data Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah
kasus pembunuhan di Polda DIY cenderung fluktuatif.® Pada tahun 2020-
2021 jumlah kasus pembunuhan bertambah 13 kasus baru, sedangkan dari
tahun 2021-2022 sempat menurun 15 kasus, dan dalam kurun waktu 2022-
2023 sementara ini hanya menurun satu kasus saja. Di penghujung tahun
ini, sementara terdapat 10 kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan disertai
mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta
sempat membuat gempar dan viral di media sosial dikarenakan potongan
tubuh dari korban, berinisial R, dipotong-potong dan dimasukkan ke
dalam lima plastik dan kelima plastik tersebut dibuang ke beberapa lokasi

di wilayah Kecamatan Turi dan Tempel untuk menghilangkan jejak.

5 Bappeda Provinsi Yogyakarta

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/442-jumlah-tindak-kriminal diakses pada
05 Oktober 2023, pukul 07.48 WIB



https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/442-jumlah-tindak-kriminal

Kasus ini menarik untuk diteliti oleh peneliti karena
kompleksitasnya. Permasalahan ini sulit dipecahkan dalam kasus tindak
pidana tanpa informasi yang memadai dari saksi dan bukti, seperti yang
diatur dalam KUHAP. Digital forensic menjadi salah satu metode
Scientific Crime Investigation kasus pembunuhan disertai mutilasi
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, sehingga
peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran metode Scientific

Crime Investigation lainnya dalam memecahkan kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Scientific Crime Investigation terhadap tindak
pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta?

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Scientific Crime
Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara

Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, Penulis

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:



1) Untuk mengetahui penerapan Scientific Crime Investigation
terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa
salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta pada Kepolisian
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara
Yogyakarta

2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Scientific Crime
Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS

Bhayangkara Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian
a) Kegunaan Teoritis
Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan
sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana
terkait penerapan  Scientific ~ Crime Investigation  dalam
memecahkan suatu kasus tindak pidana pembunuhan disertai
mutilasi serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penerapan
Scientific ~Crime Investigation dalam memecahkan kasus
pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta tersebut.

b) Kegunaan Praktis



a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan
dengan Scientific Crime Investigation dalam kasus pidana
khususnya kasus pembunuhan disertai mutilasi.

b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola
pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang

telah diperoleh.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas
subjek yang sama, dengan memahami apa yang diketahui tentang
topik tersebut, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun
dasar konseptual atau teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan.
Setelah penulis melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait
dengan tema “Scientific Crime Investigation” penulis telah
menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki tema yang
sama, namun tidak secara spesifik serupa tentang kasus pembunuhan
disertai mutilasi.

Karya-karya tersebut yang pertama adalah Skripsi yang ditulis
oleh Lupik Handayani dengan Judul “Analisis Pemeriksaan Alat Bukti
Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan
Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali
(Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No. Pol:
BP/35/VI/2009/RESKRIM)”.  Penelitian ini  bertujuan  untuk

mengetahui  bagaimana penerapan metode Scientific Crime
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Investigation dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana pembunuhan
berantai di Kepolisian Resor Boyolali dan diketemukanlah bahwa
pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polres Boyolali
adalah toksikologi forensik.® Peneliti juga ingin mengetahui apa
sajakah kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode Scientific
Crime Investigation dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan
berantai di Kepolisian Resor Boyolali dari satu tindak pidana
pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali dengan
tersangka P dan ditemukanlah jawabannya yakni kelebihannya adalah
mengidentifikasi sebab-sebab kematian, menetapkan racun, dan
memperkirakan waktu meninggal dunia. Sedangkan kekurangannya
yakni memerlukan waktu yang lama, transportasi, administrasi, dan
kurangnya sarana prasarana. Peneliti menggunakan penelitian hukum
empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Perbedaan penelitian
ini terletak pada penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan dengan
Scientific Crime Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan
disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Karya kedua yakni Jurnal yang ditulis oleh Riza Sativa dengan
Judul “Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana
Pembunuhan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi

Tehnik scientific investigation dalam upaya pengungkapan tindak

® Lupik Handayani, “Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime
Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor
Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No. Pol: BP/35/VI/2009/RESKRIM),”
Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).
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pidana pembunuhan dengan Tersangka W yakni menggunakan teknik
DNA Forensik dan proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan oleh Tersangka W ini sangat dipengaruhi oleh dua
faktor.” Faktor pendukung yakni dibentuknya tim besar untuk
mengungkap kasus, pelaksanaan gelar dan analisis dan evaluasi yang
dijalankan setiap hari sehingga dapat memantau perkembangan kasus
setiap harinya. Faktor penghambat yakni pada saat pelaksanaan olah
TKP, penanganan di TKP dan juga pada saat autopsi yang tidak tepat
disertai sarana dan prasarana IT yang kurang memadai. Penelitian pada
jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan
metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Satreskrim Polresta
Balerang, berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas yakni
Scientific Crime Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan
disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Karya ketiga yakni Tesis yang ditulis oleh Agung Aristyawan
Adhi yang berjudul “Efektivitas Scientific Investigation Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan”. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan scientific investigation
dalam penyidikan tindak pidana perzinaan sekaligus bagaimana
efektivitasnya.® Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa

penerapan scientific crime investigation dalam hal pembuktian

" Riza Sativa, “Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan,”
Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.15:1 (April 2021).

8 Agung Aristyawan Adhi, "Efektivitas Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Perzinaan," Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).
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penyidikan tindak pidana perzinahan merupakan sebuah jaminan mutu
karena berperan penting untuk meminimalisir kesalahan yang sering
terjadi saat pengolahan alat bukti. Namun, memang pada saat
pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti faktor sarana
prasarana yang memerlukan laboratorium forensik untuk mendukung
penyidikan dengan metode scientific crime investigation serta
diperlukan pula peran serta masyarakat dalam keberhasilan
penyidikan. Penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation
diperlukan untuk menjadikan terang suatu peristiwa perkara
perzinahan. Berbeda dengan penulis yang akan meneliti penerapan
metode Scientific Crime Investigation terhadap tindak pidana
pembunuhan disertai mutilasi.

Karya keempat yakni Jurnal yang ditulis oleh Aditya Warman,
M. Syukri Akub, dan Wiwie Heryani dengan judul “Efektivitas
Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam
Perkara Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana urgensi dan efektivitas dari penerapan Scientific Crime
Investigation dalam sebuah pembuktian perkara pidana.® Penelitian ini
menggunakan metode penelitian empiris dan dianalisis menggunakan
metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Scientific

Crime Investigation menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan

% Aditya Warman, M Syukri Akub, and Wiwie Heryani, “Efektivitas Penerapan Scientific
Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana,” Jurnal llmu Hukum Prima,
Vol. 4:3 (2021).
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kendali mutu (quality control) agar tidak terjadi kekeliruan dalam alat
bukti. Pembuktian perkara pidana dengan menggunakan metode
Scientific Crime Investigation tidak akan lepas dari bantuan pihak
laboratorium forensik yang menjadi tempat untuk mengecek barang
bukti dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan sains. Fokus peneliti
pada jurnal ini kepada penggunaan metode Scientific Crime
Investigation pada proses pembuktian, berbeda dengan fokus
pembahasan yang penulis akan tulis, metode Scientific Crime
Investigation yang diaplikasikan terhadap tindak pidana pembunuhan
disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dan RS Bhayangkara Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuktian

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum
Pembuktian, setidaknya terdapat 6 (enam) teori pembuktian yang

dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:°

1) Bewijstheorie
Bewijstheorie adalah sebuah teori yang digunakan oleh seorang
hakim sebagai dasar pembuktian perkara pidana di pengadilan.
Terdapat 4 teori lagi di dalam teori bewijstheorie, yaitu:

a. Conviction Intime

10 Fadil Aulia, “Kedudukan Hukum Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada
Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia,” Skripsi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (2019), hlm. 1.
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Dasar pembuktian yang digunakan dalam teori ini hanyalah
keyakinan hakim saja dalam menjatuhkan putusan. Teori
conviction intime yang dianut oleh Amerika tidak didasarkan
pada alat-alat bukti namun keyakinan hakim saja yang dapat
menyebabkan seorang hakim bertindak sewenang-wenang
dalam menjatuhkan putusan. Dari pihak terdakwa atau
penasihat hukumnya pun sulit untuk melakukan pembelaan
kliennya. Seperti yang kita tahu, bahwa Amerika menerapkan
hakim tunggal atau unus judex yang memiliki hak veto atau
hak istimewa yang melekat pada dirinya.

Conviction Raisonne

Teori ini memiliki kemiripan dengan teori conviction intime
karena penjatuhan putusan sama-sama didasarkan pada
keyakinan hakim. Perbedaan dari kedua teori tersebut ialah
adanya alasan logis pada teori ini. Hakim diharuskan untuk
memberikan alasan logis dalam penjatuhan putusan, sedangkan
pada teori pembuktian conviction intime, hakim tidak dibatasi
oleh keharusan untuk memberikan alasan yang jelas, sehingga
dapat saja pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim
sewenang-wenang tanpa ada alasan-alasan yang mendasari
keyakinan hakim tersebut. Teori conviction raisonne inilah

yang diterapkan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang
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biasanya diterapkan dalam sidang tindak pidana ringan, seperti
perkara lalu lintas dan sidang acara cepat.

Positif Wettelijk Bewijstheori

Teori ini dikenal pula dengan teori pembuktian formal karena
pembuktiannya hanya didasarkan pada alat bukti menurut
undang-undang positif. Keyakinan hakim dianggap tidak
diperlukan lagi jika memang suatu perbuatan pidana yang
dilakukan oleh seseorang telah terbukti dengan alat-alat bukti
yang diatur dalam undang-undang. Kelebihan dari teori ini
adalah sifat obyektif yang berfokus pada pembuktian perbuatan
pidana dan menghindari pertimbangan subyektif dari hakim.
Namun, penerapannya di Indonesia mendapatkan penolakan
dari tokoh hukum Wirjono Prodjodikoro, karena dianggap
bahwa hakim hanya menjadi corong undang-undang yang
seharusnya hakim dapat memiliki keyakinan dan dapat
menetapkan kebenaran terkait tindak pidana yang telah
dilakukan.

. Negatief wettelijk bewijstheorie

Teori ini dikenal dengan sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif yang didasarkan pada keyakinan hakim
yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Teori
inilah yang dianut oleh Indonesia dan tertuang dalam Pasal 183

KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan
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untuk menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim dapat
memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Wirjono Prodjodikoro lebih setuju bahwa teori ini dapat
diterapkan di Indonesia karena dua alasan, yakni memang
sudah sepatutnya seorang hakim memiliki keyakinan apakah
seorang terdakwa memang bersalah dan perlu untuk dijatuhan
suatu putusan. Seorang hakim jangan sampai merasa terpaksa
dalam menjatuhkan putusan. Alasan kedua yakni karena adanya
patokan peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun
keyakinannya, sehingga hakim dapat menjadi lebih yakin
dalam mengambil keputusan,

2) Bewijsmiddelen
Teori ini menjelaskan beberapa alat bukti yang boleh digunakan di
pengadilan guna membuktikan sebuah tindak pidana apakah benar-
benar terjadi. Di Indonesia sendiri, alat-alat bukti yang dapat
digunakan dalam peradilan pidana tertuang dalam Pasal 184
KUHAP yakni:!!
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;

c. Surat;

1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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3)

d. Petunjuk; dan

e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut sebenarnya memiliki kemiripan dengan
hukum acara pidana yang berlaku di Belanda. Dalam Pasal 339
Wetboek van Starfvordering diatur bahwa alat bukti yang sah,

yakni:

o

Eigen waarneming van de rechter (pengamatan atau
pengetahuan hakim)

b. Verklaringen van de verdachte (keterangan terdakwa)

c. Verklaringen van een getuige (keterangan saksi)

d. Verklaringen van een deskundige (keterangan ahli)

e. Schriftelijke bescheiden (surat)

Bewijsvoering

Teori ini menjelaskan bagaimana cara memperoleh serta
menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim. Menurut Herbert L.
Packer, bukti yang didapatkan dengan cara yang tidak sah atau
illegaly acquired evidence sepatutnya tidak dijadikan sebagai alat
bukti di pengadilan. Bewijsvoering sempat menjadi perhatian
publik karena menyangkut penyidikan wundercover atau sifatnya
tertutup dirahasiakan, seperti penerapan penyadapan pada tindak
pidana terorisme yang pada dasarkan merupakan wunlawful legal
evidence, namun diperbolehkan dalam undang-undang di

Indonesia.
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4) Bewijslast

Teori ini mengatur tentang bagaimana pembagian beban
pembuktian yang diatur oleh undang-undang wuntuk dapat
membuktikan suatu peristiwa hukum. Praktiknya di Indonesia,
beban pembuktian perkara pidana dibebankan kepada jaksa
penuntut umum. Jaksa penuntut umum diharuskan untuk
membuktikan kesalahan yang ada pada terdakwa, sedangkan dari
pihak terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat melakukan
pembelaan dengan membuktikan sebaliknya bahwa memang
terdakwa tidak bersalah melakukan sebuah tindak pidana seperti
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, atau yang dikenal
dengan istilah exculpatory evidence.

Keadaan yang sama-sama membuktikan, baik dari penuntut
umum maupun dari terdakwa dan penasihat hukumnya dalam
persidangan ini disebut pembalikan beban pembuktian atau
berimbang. Menurut Lilik Mulyadi, beban pembuktian dalam
hukum acara pidana dapat dibagi menjadi dua, yakni pembuktian
biasa dan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik.

Pada pembuktian biasa ketika terdakwa tidak berhasil
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka majelis hakim
akan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana dan akan dijatuhi hukuman. Sedangkan pada pembuktian

terbalik dibagi lagi menjadi dua yakni pembalikan beban
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5)

6)

pembuktian yang bersifat absolut dan terbatas. Dapat dikatakan
beban pembuktian yang bersifat absolut dikarenakan memang
sudah sepatutnya terdakwa melakukan pembuktian bahwa ia tidak
bersalah, menurut Eddy O.S. Hiariej, sedangkan pembalikan beban
pembuktian yang bersifat terbatas ialah suatu hak bagi terdakwa,
tidak ada keharusan bagi seorang terdakwa untuk membuktikan
bahwa memang dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana,
contohnya ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Bewijskracht

Teori ini membahas mengenai kekuatan pembuktian dari masing-
masing alat bukti. Sebenarnya yang dapat menilai kekuatan dari
alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ialah hakim. Apabila
bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti yang relevan
dengan tindak pidana tersebut, maka langkah selanjutnya adalah
apakah bukti tersebut diterima atau ditolak oleh majelis hakim.
Dalam hukum acara pidana mensyaratkan untuk alat bukti yang
satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Maka dari itu,
dikenal dalam hukum acara pidana bukti yang bersifat sebagai
pelengkap, karena timbul dari bukti lainnya.

Bewijs minimmum

Teori ini membahas alat bukti minimun yang diperlukan dalam

proses pembuktian. Dalam hukum acara telah diatur bahwa alat
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bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa yakni minimal
2 (dua) alat bukti, seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP.
Sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap
seorang terdakwa dengan bewijs minimumnya dua alat bukti.

2. Teori Bukti Segitiga

Teori bukti segitiga ialah teori yang menghubungkan antara 3 (tiga)
unsur, yakni pelaku, korban, dan barang bukti yang saling berkaitan
dengan tindak pidana yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
TKP menjadi pusat dari hubungan dari ketiga unsur tersebut yang

dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:

////@\\\

a4
+

Gambar 1 Teori Bukti Segitiga

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga unsur tersebut
saling berkaitan dengan TKP sebagai pusatnya karena TKP merupakan
salah satu sumber keterangan yang penting karena terdapat bukti-bukti
sebagai petunjuk atau membuktikan adanya keterkaitan antara korban,
pelaku, dan barang bukti. Dengan adanya hubungan antara ketiga
unsur tersebut dengan TKP diharapkan dapat mengungkap pokok-

pokok masalah seperti:
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1) Siapakah yang melakukan tindak pidana

2) Apakah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi
3) Dimanakah tindak pidana tersebut dilakukan

4) Dengan apakah tindak pidana dilakukan

5) Mengapa tindak pidana dilakukan

6) Bagaimanakah tindak pidana dilakukan

7) Bilamanakah tindak pidana dilakukan

Dengan terungkapnya pokok-pokok permasalahan tersebut, akan
mempermudah Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam mendapatkan

bukti serta informasi selama proses penyidikan.

Penerapan metode ilmiah dalam proses penyidikan tindak pidana
kejahatan adalah alat bukti yang handal dan bahkan menjadi fondasi
utama dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengungkap
kasus atau pelaku selama proses penyidikan.'> Terdapat pepatah
mengatakan bahwa “there is no perfect crime, every crime would
definitely leave a mark” yang berarti “tidak ada kejahatan yang
sempurna, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak”. Prinsip Locard
“Every Contact Leaves a Trace”, setiap terjadi kontak fisik antara dua
benda pastinya akan menyebabkan tertinggalnya bekas pada masing-
masing benda tersebut. Prinsip tersebut memberikan gambaran bahwa

Penyidik harus memulai untuk mencari, mengumpulkan, memelihara,

12 Riza Sativa. “Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”,
Pascasarjana [lmu Kepolisian, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 15, Nomor 1 April, him. 21, 2021.
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dan menganalisa bukti-bukti yang ditemukan di TKP untuk membantu

proses hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian empiris
(empirical legal research) dengan cara penelitian lapangan (field
research). Penelitian hukum empiris menjadi istilah lain dari penelitian
hukum sosiologis. Penelitian hukum ini bermaksud untuk melihat
bahwa perspektif ilmu sosial lebih dari sekadar norma hukum,
melainkan juga sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan manusia
sebagai makhluk hidup yang perlu untuk bersosialisasi dengan
masyarakat sekitar.”> Dengan dilakukannya penelitian langsung ke
lapangan, akan didapat data yang konkret. Dalam penelitian ini peneliti
ingin mendapatkan gambaran lebih dalam terkait penerapan Scientific
Crime Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan disertai
mutilasi dengan korban mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta
di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
RS Bhayangkara Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau

13 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik
Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Fakultas Hukum Univesitas Lampung, Fiat Justitia Jurnal
Ilmu Hukum Vol. 8 No.1, Januari-Maret, 2014.
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menggambarkan suatu individu atau gejala guna untuk menentukan
ada atau tidaknya hubungan diantara gejala yang satu dengan yang
lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan
bagaimana penerapan Scientific Crime Investigation terhadap tindak
pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta sekaligus kelebihan dari kekurangan dari
penerapan metode Scientific Crime Investigation dalam memecahkan
kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta tersebut tersebut.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan yuridis-
empiris. Penelitian yuridis-empiris termasuk field research (penelitian
lapangan) yang mengkaji hukum dan digabungkan dengan fakta yang
terjadi di lapangan. Pada penelitian ini pendekatan secara yuridis yang
dimaksud adalah dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan
berbagai peraturan hukum yang menyangkut tentang Scientific Crime
Investigation. Sedangkan pendekatan secara empirisnya, peneliti
menggunakan data primer yang peneliti peroleh langsung dari lokasi
penelitian yang mengkaji tentang penerapan Scientific Crime
Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.
4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui metode
wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan tim forensik RS Bhayangkara Yogyakarta sebagai
pihak yang terlibat langsung dalam proses tahap penyidikan kasus
pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan diperoleh
melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan,
laporan, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok
pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari
ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber
lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum

yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian yang berjudul “Scientific Crime Investigation Terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus di Kepolisian
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta)”,
sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa

bab yang tersusun sebagai berikut:
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang
Scientific Crime Investigation terhadap tindak pidana pembunuhan disertai
mutilasi. Dalam bab ini akan terbagi dalam 6 (enam) sub bab, sub bab
pertama menjelaskan tentang Scientific Crime Investigation, sub bab
kedua menjelaskan tentang penyidikan, sub bab ketiga menjelaskan
tentang tindak pidana, sub bab keempat menjelaskan tentang tindak pidana
pembunuhan, sub bab kelima menjelaskan tindak pidana pembunuhan
disertai mutilasi dalam perspektif hukum pidana, dan sub bab keenam
membahas scientific crime investigation dalam hukum acara pidana.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum Scientific Crime
Investigation pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada
bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni
bagaimana penerapan Scientific Crime Investigation terhadap tindak
pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta dan sub bab kedua yakni
bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Scientific

Crime Investigation dalam memecahkan kasus pembunuhan disertai
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mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta
tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan
disertai dengan daftar pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber

referensi dalam penelitian dan penulisan ini.

27



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil

penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Penerapan scientific crime investigation terhadap tindak pidana
pembunuhan disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan
tinggi swasta di Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan
seluruh bidang dalam scientific crime investigation, yakni
Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik,
Psikologi Forensik, dan Digital Forensik. Masing-masing bidang
tersebut memiliki tugas dan keahliannya tersendiri dalam
memecahkan kasus tersebut. Kelima bidang scientific crime
investigation tersebut saling berkolaborasi untuk melengkapi bukti
yang satu dengan bukti lainnya sehingga dapat diketahui identitas
korban dan dapat menangkap kedua tersangka.

Penerapan bantuan teknis scientific crime investigation dalam
kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu
perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sangat membantu penyidik
Polda DIY dalam memecahkan kasus tersebut. Penyidik merasa
bahwa bantuan teknis scientific crime investigation memberikan

petunjuk yang sangat jelas dan akurat dalam hasil pemeriksaannya
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B. Saran

karena diproses secara ilmiah, sehingga tidak ada keraguan bagi
penyidik untuk menetapkan tersangka dan dinaikkan ke tahap
penuntutan agar kedua tersangka dapat dijerat hukuman.
Disamping kelebihan-kelebihan yang dirasa oleh penyidik dengan
hadirnya bantuan teknis scientific crime investigation, terdapat
kekurangan maupun tantangannya tersendiri yang dirasa oleh
masing-masing bantuan teknis.

Tantangan, hambatan, maupun kekurangan dirasakan oleh
unit identifikasi Polda DIY yang sempat kesulitan untuk
mengidentifikasi sidik jari korban, kedokteran forensik yang
melakukan pemeriksaan forensik dengan keadaan jenazah korban
sudah tidak fresh dan mengalami degradasi jaringan, pemeriksaan
sampel DNA yang memerlukan waktu sekitar satu bulan dalam
pemeriksaannya, psikologi forensik yang sempat memerlukan
beberapa kali pertemuan untuk memverifikasi kebenaran data yang
valid, dan digital forensik yang tidak dapat dilakukan pada

handphone korban karena telah dirusak oleh tersangka.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, penulis

memberikan saran untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan

keterampilan pada anggota kepolisian dan tim forensik agar dapat tercapai

kemampuan yang sama antar anggota sekaligus meningkatkan sarana dan

prasarana yang telah ada. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan
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Polda DIY dan RS Bhayangkara dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam penanganan kasus-kasus kriminal yang memerlukan

bantuan teknis scientific crime investigation.
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